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Asuransi Kendaraan Bermotor menjamin beberapa resiko kerugian, diantaranya adalah resiko tanggung
jawab hukum terhadap pihak ketiga. Asuransi ini menjamin resiko berupa luka (bodily injured), dan/atau
kerusakan harta benda (property damaged), yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor tertanggung, atau hal
lain yang diperjanjikan dalam polis. Bilaterjadi perbuatan melawan hukum dari pengguna kendaraan
bermotor yang diasuransikan tersebut, misal nya menabrak orang atau kendaraan lain yang menimbulkan
kerugian, maka akan timbul hubungan hukum antara Penanggung, Tertanggung dan Pihak Ketiga. Pihak
Ketiga adalah pihak yang menderita kerugian dimanaia dapat menuntut pemberian ganti rugi dari pengguna
kendaraan bermotor atau tertanggung. Tertanggung akan mengajukan permohonan klaim kepada
penanggung atas resiko tanggung jawab hukum tersebut. Kemudian tertanggung memberikan kuasa kepada
penanggung untuk menyel esaikan klaim, maka penanggung dapat berhadapan dengan Pihak Ketiga. Adapun
penggantian yang dilakukan oleh Penanggung adalah sesual dengan luas jaminan yang tertera di dalam polis
Tertanggung. Jadi tidak semua tuntutan Pihak Ketiga yang merugi tersebut dapat di ganti. Sebagai pengguna
jasaasuransi, harus dapat menilai apakah suatu polis, yang juga dapat disebut sebagai perjanjian baku, telah
benarbenar dipahami sesuai dengan kebutuhan jaminan yang diinginkan. Sebagian besar permasalahan yang
timbul pada saat terjadi klaim karena kurangnya pemahaman isi polis yang menimbulkan salah penafsiran
(misinterpretation), sehingga ada kewgjiban bagi pengguna jasa asuransi untuk membaca, dan bagi
perusahaan asuransi untuk menjelaskan secara menyeluruh luas pertanggungan yang diperjanjikan.
Penyelesaian klaim di PT. Asurans Jasa Indonesia walaupun sudah baik namun masih membutuhkan
perbaikan system mekanisme kerja yang lebih cepat, mengingat jangka waktu penyel esaian yang melampaui
ketentuan undang-undang yang berlaku.
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